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Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab sosial yang
harus dijalankan oleh setiap perusahaan, khususnya yang bergerak dalam bidang
usaha yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat. Dalam
konteks hukum Indonesia, kewajiban ini telah diatur secara eksplisit dalam Pasal
15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal,
yang mewajibkan penanaman modal untuk melaksanakan tanggung jawab sosial
perusahaan. Namun, dalam implementasinya, masih banyak perusahaan yang
belum secara optimal menjalankan kewajiban CSR, bahkan ada yang
mengabaikannya sama sekali. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan yuridis
mengenai efektivitas regulasi serta bentuk sanksi yang dapat dikenakan terhadap

pelanggaran tersebut.

Penelitian in1 bertujuan untuk menganalisis secara mendalam aspek yuridis
pemberian sanksi terhadap perusahaan yang tidak melaksanakan CSR berdasarkan
perspektif hukum positif Indonesia dan pandangan figh siyasah dalam Islam.
Pendekatan yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini, dengan mengkaji
peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur hukum, serta pemikiran
ulama dalam figh siyasah. Dari perspektif hukum positif, meskipun CSR
diwajibkan secara hukum, namun Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tidak
secara tegas merumuskan sanksi administratif atau pidana bagi perusahaan yang
tidak melaksanakannya. Hal ini menyebabkan lemahnya daya paksa hukum
terhadap perusahaan, sehingga pelaksanaan CSR cenderung bersifat formalitas dan

simbolik.



Sementara itu, dari perspektif figh siyasah, tanggung jawab sosial merupakan
bagian dari prinsip keadilan dan kemaslahatan yang harus dijaga dalam tata kelola
pemerintahan. Dalam konteks ini, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan
kebijakan yang mendorong perusahaan memberikan kontribusi nyata kepada
masyarakat, serta memberikan sanksi yang proporsional apabila perusahaan
mengabaikan tanggung jawab tersebut. Prinsip hisbah dalam Islam menjadi
landasan bagi pengawasan dan pemberian sanksi terhadap pihak yang tidak
menjalankan kewajiban sosial, dengan tujuan menjaga keseimbangan sosial dan

mencegah kerusakan (mafsadah) dalam masyarakat.
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Corporate Social Responsibility (CSR) is a social responsibility that must be
carried out by every company, especially those engaged in business fields that have
a direct impact on the environment and society. In the context of Indonesian law,
this obligation has been explicitly regulated in Article 15 letter b of Law Number
25 0f 2007 concerning Investment, which requires investment to carry out corporate
social responsibility. However, in its implementation, there are still many
companies that have not optimally carried out CSR obligations, some even ignore
them altogether. This phenomenon raises legal questions regarding the
effectiveness of regulations and the form of sanctions that can be imposed for such

violations.

This study aims to analyze in depth the legal aspects of imposing sanctions on
companies that do not implement CSR based on the perspective of positive
Indonesian law and the view of Islamic figh. A normative legal approach is used in
this study, by reviewing applicable laws and regulations, legal literature, and the
thoughts of scholars in Islamic figh. From a positive legal perspective, although
CSR is legally required, Law Number 25 of 2007 does not explicitly formulate
administrative or criminal sanctions for companies that do not implement it. This
causes weak legal coercion against companies, so that the implementation of CSR

tends to be formal and symbolic



Meanwhile, from the perspective of figh siyasah, social responsibility is part
of the principle of justice and welfare that must be maintained in governance. In
this context, the state has the authority to establish policies that encourage
companies to make real contributions to society, and to impose proportional
sanctions if the company ignores these responsibilities. The principle of hisbah in
Islam is the basis for monitoring and imposing sanctions on parties who do not carry
out social obligations, with the aim of maintaining social balance and preventing

damage (mafsadah) in society.
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